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: Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai
- 1. Para Sekretaris Tingkat Banding
2. Para Sekretaris Tingkat Pertama

Pada Empat Lingkungan Peradilan

Sehubungan dengan penyelesaian pagu minus unit Badan Urusan

Administrasi (BUA JTahun Anggaran 2018 yang berpengaruh pada pelaksanaan

anggaran dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja sampai tingkat

Kementerian /Lembaga, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I

Kekurangan pagu minus belanja pegawai unit BUA sebesar Rp
19.266.295.667,- ( Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh
Rupiah) tidak dapat dipenuhi dari akun belanja pegawai (51) BUA sehingga
diambil kebijakan untuk mengurangi sisa belanja barang (52) khususnya

langganan daya dan jasa (listrik, telpon dan air);

. Penyelesaian pagu minus satuan kerja daerah dilakukan setelah proses GU

Nihil selesai dan menggunakan data Business Intelligent (BI) Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI per tanggal 15 Januari
2019;

Setelah dilakukan konfirmasi pada satuan kerja daerah terdapat perbedaan
data antara data Business Intelligent (BI) DJA dengan data satuan kerja
(SAIBA) sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk memperbaiki ADK
RKA-KL;

. Berdasarkan point 3 satuan kerja melakukan validasi ADK RKA-KL untuk

menyelesaikan pagu minus dan tingkat eselon I akan melakukan proses
revisi pagu minus pada DJA;

Operator SAIBA satuan kerja wajib melakukan rekonsiliasi ulang dan reset
BAR ke KPPN setelah ADK RKA-KL revisi sudah terupload pada situs
SATUDJA (RKA-KL Online);

Satuan Kerja melakukan update data pada aplikasi SAS18 setelah ADK RKA-

KL revisi turun;



7. Satuan kerja wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan data terakhir
setelah revisi pagu minus turun schingga diperoleh laporan keuangan yang
berkualitas dan komprehensif.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.
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